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PUTUSAN
Nomor 2447/Pdt.G/2024/PA.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 31 Juli 1985, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX,
sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 April 1991, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, tempat tinggal dahulu di XXX, namun hingga saat
ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam
maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register
perkara Nomor 2447/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 Juli 2024, mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
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Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/140/11/2010, tertanggal 01
Maret 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di XXX, Jawa Barat;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan
telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Jakarta,
31 Desember 2011, pendidikan SMP, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis. Akan tetapi, pada bulan Desember 2011, di mana setelah anak
Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat keluar dari rumah bersama dengan
izin Penggugat ingin bekerja di daerah Kalimantan, lalu sejak saat itu
Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat
sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat
keterangan Ghoib Nomor: 36.a/648/VI1/2024, yang dikeluarkan oleh Desa
Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
tertanggal 15 Juli 2024;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bekasi cgq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang

berlaku;

SUBSIDAIR:
Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah
memanggilnya secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali
berdasarkan relaas panggilan Nomor 2447/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 23 Juli
2024 dan 23 Agustus 2024, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
L. Bu
kti Surat
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1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor:
470.32/172/KI.AJ tanggal 12 Juli 2024 atas nama Penggugat,
dikeluarkan oleh Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota
Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi
tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/140/11/2010 tanggal 1
Maret 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup
dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 36.a/648/VI11/2024
tanggal 15 Juli 2024, dikeluarkan oleh Desa Setiamekar Kecamatan
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan
dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Il. Bukti Saksi
1. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri yang sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX,
Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama dengan izin ingin bekerja di daerah Kalimantan
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namun sampai sekarang tidak pernah pulang lagi ke rumah serta tidak
ada kabar beritanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan
Tergugat juga bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak
berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar
menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk
bercerai, akan tetapi Penggugat sudah sanggup lagi dan tetap ingin
bercerai dengan Tergugat;
2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri yang sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX,
Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama dengan izin ingin bekerja di daerah Kalimantan
namun sampai sekarang tidak pernah pulang lagi ke rumah serta tidak
ada kabar beritanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan
Tergugat juga bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak
berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar
menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk
bercerai, akan tetapi Penggugat sudah sanggup lagi dan tetap ingin

bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis
Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta gugatan Penggugat tidak
melawan hukum sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan
memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan
verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di
Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat terbukti Penggugat
bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bekasi

secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini;
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Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan usaha damai dan mediasi sebagaimana dimaksud
Pasal 130 ayat (1) HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan namun
demikian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang
menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan
alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember
2011 dengan izin Penggugat ingin bekerja di daerah Kalimantan namun hingga
sekarang tidak pernah kembali sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai
dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat
terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah
perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban
pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan
berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Penggugat guna
membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat
sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang
saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut:
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Bekasi, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 merupakan fotokopi sah dari
suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai
alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti
tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara
materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan
yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 yang lalu dan sampai sekarang
tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan di depan sidang dan telah disumpah, bukan orang yang terlarang
menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan seorang demi
seorang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi
tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1)
HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR. sedangkan substansinya akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan
Penggugat, keduanya mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tidak rukun disebabkan Tergugat sejak akhir tahun 2011 meninggalkan
Penggugat dengan izin ingin bekerja di daerah Kalimantan namun sampai
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sekarang tidak pernah kembali, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang

diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas,

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama
dalam ikatan perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta
tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niat cerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, pada fakta angka (1),
Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tidak
pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas
hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan
Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan
Agama Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta angka (2) yang menyebutkan bahwa sejak
akhir tahun 2011 yang lalu antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta
tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, serta sikap Penggugat di
persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau
untuk bersabar mengurungkan niatnya untuk bercerai apabila dihubungkan
dengan fakta angka (3), maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga
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maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya
bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat namun sikap
Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya penasehatan
yang dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang
ingin dicapai sebagaimana termuat dalam al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang
berbunyi :

8355 A5 Jass Ladl] 1oiSaud) 5153l p%dll o 43T 315 O wslil $es
093585 p3alobY A5 0 &) 155355

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuas:alan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan,
dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka
menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan
demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan
alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk
melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari
sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan
menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau

salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak
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memberikan sakinah dan tidak ada lagi mawaddah dan rahmah sesuai dengan
Qaidah Fighiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :
dllaail cals e 2382 sunléadl £55
Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik
maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat
telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu sesuai dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam gugatan Penggugat pada gugatan angka 2 sudah sepatutnya
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX)
terhadap Penggugat (XXX);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut
ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi
Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga
dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini
sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in  sughra
Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.l. sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H. Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat
Panitera Pengganti,
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Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran ‘Rp 30.000,00

2. Biaya ATK :Rp 75.000,00

Perkara
3. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00

4. Biaya Panggilan :Rp 530.000,00

5. Biaya Redaksi ‘Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai ‘Rp 10.000,00
JUMLAH :Rp  675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
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